KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 85 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang . a. bahwa guna penyusunan rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029
serta dalam penyusunannya dapat berjalan sinergi, harmonis,
berhasilguna dan berdayaguna, maka perlu membentuk
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No mor 8 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ,
dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah , Gubernur
membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huru f b, maka perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2025 -2029;

Mengingat : 1. Undang 4ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 587) sebagaimanatelah beberapakali  diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 6867 );



